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MOTTO 

 

“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau 

jalani) yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit” 

[Ali Bin Abi Thalib] 

 

“Tindakan adalah kunci dasar dari semua kesuksesan” 

[Anthony Robbins] 

 

“Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tetapi jadilah orang yang 

bernilai” 

[Albert Eistein] 

 

“Memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Dan yang 

lebih penting jadilah orang penting yang baik.” 

[Joko Widodo] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

vii 

 

PERNYATAAN 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama : Badi‟ul Choir 

NIM : 150803102029 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul 

“Pelaksanaan Pembayaran Dana Gaji Susulan Satuan Kerja Pada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kab. Banyuwangi” adalah benar – 

benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, 

belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya 

bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap 

ilmiah yang harus dijunjung tinggi. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan 

paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika 

ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar. 

 

 

Jember,  03 Mei 2018 

 

 

 

Badi’ul Choir 

NIM 150803102029 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

viii 

 

PRAKATA 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan hidayah-

Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul 

“Pelaksanaan Pembayaran Dana Gaji Susulan Satuan Kerja Pada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kab. Banyuwangi” dengan tepat 

waktu. Penyusunan laporan ini digunakan untuk salah satu syarat kelulusan dalam 

memperoleh gelar Ahli Madya Program Diploma III Administrasi Keuangan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Dalam penyusunan laporan ini 

tidak terlepas dari bantuan pihak lain. Pada kesempatan ini penulis ingin 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M, CS.Sk. selaku Dekan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember  

2. Bapak Dr. Sumani, S.E, M.Si. selaku Ketua Program Studi Diploma III 

Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Jember 

3. Bapak Dr. Sumani, S.E, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah 

membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan Laporan 

Praktek Kerja Nyata (PKN). 

4. Drs. Didik Pudjo Musmedi M.Si., Drs. Budi Nurhadjo M.Si., dan Tatok 

Endhiarto S.E., M.Si. selaku dosen penguji ujian Laporan Praktek Kerja 

(PKN) 

5. Seluruh Bapak/Ibu dosen, staf karyawan dan staf administrasi di 

Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember 

6. Bapak dan ibu yang kucintai, Bapak Mat Amin dan Ibu Nur Aini yang 

telah memberikan seluruh dukungannya, kasih sayangnya, 

pengorbanannya selama ini, semangatnya yang tak pernah luntur, 

bimbingannya yang begitu berharga dan Do‟a yang selalu diberikan 

kepadaku.  

7. Bapak Teguh Budiarto selaku Plt. Kepala Kantor Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) Kab. Banyuwangi yang telah 

memberikan kami kesempatan dan dukungannya di KPPN Kab. 

Banyuwangi. 

8. Bapak Tridoyo selaku Kepala Seksi Umum Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) Kab. Banyuwangi atas waktu 

kebersamaan dan kenangan yang telah diberikan selama di Banyuwangi 

9. Bapak Lesmono selaku Kepala Seksi PDMS Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) Kab. Banyuwangi atas waktu canda 

dan tawa yang telah diberikan selama di KPPN Kab. Banyuwangi 

10. Seluruh Pegawai dan Karyawan Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN) Kab. Banyuwangi atas kebersamaan yang terjalin 

selama di KPPN Kab. Banyuwangi 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

ix 

 

11. Teman-teman KSPE “CEER” yang telah memberikan rasa keluarga dan 

pengalaman organisasi selama ini. 

12. Teman-teman Diploma III Administrasi Keuangan seperjuangan yang 

telah memberikan pengalaman, sahabat, dan dukungan dalam 

perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember maupun 

dalam menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.  

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu yang 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1.Alasan Pemilihan Judul 

KPPN terbentuk dari sejarah krisis moneter yang dialami Indonesia tahun 

1998, dengan adanya krisis moneter tersebut pemerintah melakukan reformasi 

birokrasi secara besar-besaran khususnya pada bidang departemen keuangan. 

Peningkatan kinerja dan profesionalisme birokrasi menjadi acuan dan tuntutan 

yang tidak bisa ditunda dan harus segera terlaksana. Selain itu, peningkatan 

akuntabilitas, transparansi dan clean government yang menjadi salah satu tujuan 

dilakukannya reformasi birokrasi tersebut. Tujuan reformasi birokrasi 

Kementerian Keuangan tersebut melanjutkan dari amanah Undang-Undang  

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 

tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor tahun 

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara. Dengan adanya acuan peraturan yang digunakan, diharapkan uang negara 

dapat dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel.  Namun, dengan adanya 

perkembangan zaman yang semakin modern saat ini juga ikut mempengaruhi 

pengelolaan dari sistem keuangan negara. Sehingga pengelolaan sistem keuangan 

negara juga harus mengikuti perkembangan zaman yang lebih mengandalkan pada 

teknologi dalam proses bisnisnya. 

Sistem keuangan negara pada Kementerian Keuangan khususnya pada 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan saat ini yang digunakan adalah Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).  SPAN menurut  Peraturan Dirjen 

Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2016 adalah sistem terintegrasi seluruh 

proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul 

penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul 

kas, dan modul akuntansi dan pelaporan. Sehingga, dengan adanya aplikasi ini 

aliran dana anggaran negara baik penerimaan negara maupun pengeluaran negara 

menjadi terintegrasi dan dapat dipantau. Namun, dengan adanya perubahan 

teknologi yang telah digunakan ini, masih banyak dari masyarakat yang belum 

mengetahuinya. Karena program SPAN sendiri memang dikhususkan untuk 
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keuangan negara (APBN), meskipun demikian diharapkan setidaknya baik KPPN 

maupun program SPAN tersebut diketahui oleh masyarakat luas pada umumnya. 

Dan pada khususnya bagi pegawai negeri sipil, TNI, dan POLRI yang masuk 

dalam satuan kerja dibawah pengawasan Kementerian Negara/Lembaga pusat 

yang akan mencairkan belanja pegawai, belanja kontraktual, dan belanja barang 

yang diajukan melalui prosedur pembayaran langsung, maupun pengajuan yang 

dapat dilakukan melalui pembayaran uang persediaan di KPPN Kab. Banyuwangi. 

Belanaj pegawai di dalamnya terdapat beberapa akun seperti gaji induk, gaji 

susulan, kekuranga gaji, gaji terusan, dll. Gaji merupakanimbalan balas jasa 

kepada calon pegawai negeri sipil maupun pegawai negeri sipil yang telah 

melaksanakan tugasnya. Pengajuan pembayaran gaji dibatasi sampai tanggal 15 

bulan selanjutnya pada KPPN. Namun, apabila terdapat  pegawai negeri yang 

berpindah tugas ke instansi lain yang dalam pengajuan pembayaran gajinya 

melewati batas tanggal 15 tersebut, maka dapat dilakukan gaji susulan yang 

diajukan oleh satuan kerja yang bersangkutan. Gaji susulan merupakan gaji yang 

dibayarkan kepada pegawai negeri sipil yang telah melaksanakan tugasnya, 

namun pembayarannya tidak tepat waktu. 

Gaji susulan yang diajukan oleh satuan kerja masih ada yang mengalami 

kendala dalam pencairannya, kendala yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut 

adalah dalam prosedur pencairan dananya yang masih kurang diperhatikan oleh 

satuan kerja tersebut. Meski demikian, KPPN telah melakukan langkah-langkah 

yang digunakan untuk dapat mengurangi kendala yang terjadi dalam hal satuan 

kerja melakukan pembayaran dana yang berkaitan dengan gaji susulan tersebut, 

baik melalui call center nya, pelayanan di front office KPPN Kab. Banyuwangi, 

maupun dengan diadakannya sosialisasi kepada satuan kerja dalam penyampaian 

prosedur yang harus ditaati oleh satuan kerja dalam melakukan pencairan dana di 

KPPN Kab. Banyuwangi.  

Berdasarkan uraian di atas, maka pengambilan judul dari Tugas Akhir ini 

adalah “PELAKSANAAN PEMBAYARAN DANA GAJI SUSULAN SATUAN 

KERJA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA 

(KPPN) KAB. BANYUWANGI”.  
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1.2. Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

1.2.1. Tujuan Praktek Kerja Nyata 

a. Mengetahui dan memahami pelaksanaan pembayaran dana gaji 

susulan satuan kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) Kabupaten Banyuwangi 

b. Membantu pelaksanaan kegiatan pembayaran dana gaji susulan 

satuan kerja di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

Kabupaten Banyuwangi 

1.2.2. Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

Memperoleh wawasan pengetahuan dan pengalaman praktis/kerja tentang 

pelaksanaan kegiatan pembayaran dana, khususnya pada dana gaji susulan satuan 

kerja pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten 

Banyuwangi. 

 

1.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor 

Pelayanaan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Banyuwangi 

1.3.1. Pengenalan Obyek Praktek Kerja Nyata 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN), yang beralamatkan di Jalan Jend. Ahmad Yani 

No. 120, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 

68416. KPPN Kab. Banyuwangi merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan dengan Tipe A2, yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten 

Banyuwangi. Telepon/Faksimile KPPN 0333-424442. Website/E-mail KPPN 

http://www.kppnBanyuwangi.net/ kppn100@gmail.com.  

 

1.3.2. Rincian Kegiatan Riil 

Praktek Kerja Nyata berlangsung selama 45 hari atau 225 jam kerja 

efektif, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Program Studi Diploma III 

Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 

terhitung pada tanggal 12 Februari  sampai dengan tanggal 29  Maret 2018. 
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Berikut ini jadwal jam kerja efektif Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN) Kabupaten Banyuwangi. 

Tabel 1.1  Jadwal Jam Kerja Efektif KPPN Banyuwangi 

 

Hari 
Jam Kerja 

Pagi Siang 

Senin – Kamis 07.30 – 12.15 WIB 13.00 – 17.00 WIB 

Istirahat 12.15 – 13.00 WIB 

Jum‟at 07.30 – 11.30 WIB 13.15 – 17.00 WIB 

Istirahat 11.30 – 13.15 WIB 

Sabtu & Minggu Libur 

  

Jadwal pelaksanaan PKN di KPPN Kabupaten Banyuwangi secara uraian 

kinerja sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan PKN di KPPN Banyuwangi 

 

No. Jadwal Kegiatan 
Minggu Ke- Jumlah 

Jam  I II III IV V VI VII 

1 Pengenalan tempat Praktek Kerja 

Nyata dan seluruh Pegawai KPPN 

Kab. Banyuwangi 

     

 

 

5 

2 Pengenalan Tugas  dari Setiap 

Kepala Seksi KPPN Kab. 

Banyuwangi 

       

5 

3 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja 

Nyata di Seksi PDMS KPPN Kab. 

Banyuwangi 

       

50 

4 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja 

Nyata di Seksi Bank KPPN Kab. 

Banyuwangi 

       

40 

5 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja 

Nyata di Seksi Vera-KI  KPPN Kab. 

Banyuwangi 

       

50 

6 Pelaksanaan  Kegiatan Praktek Kerja 

Nyata di Sub Bag Umum KPPN Kab. 

Banyuwangi  

       

30 

7 Penyusunan Laporan Praktek Kerja 

Nyata  

       
25 

8 Konsultasi dengan Dosen 

Pembimbing secara Periodik 

       
20 

 Jumlah Jam Kegiatan Praktek Kerja Nyata 225 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Pengertian  dan Peran KPPN  

2.1.1. Pengertian KPPN 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut 

dengan KPPN dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 

adalah instansi bertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh 

kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi 

Kuasa BUN.  

KPPN terdiri dari 5 (lima) tipe dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut: 

a. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 

b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 

c. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Pinjaman 

dan Hibah 

d. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Penerimaan 

e. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Investasi.  

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 dan Tipe A2 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 dijelaskan bahwa 

KPPN mempunyai tugas melaksanakan perbendaharaan dan Bendahara Umum 

Negara (BUN), Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan 

penerimaan dan pengeluaan anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan 

peraturan perundang-undangan.. KPPN Tipe A1 dan A2 memiliki tugas yang 

sama namun, memiliki wilayah kerja dan beban kerja yang berbeda. KPPN Tipe 

A1 memiliki beban kerja yang lebih besar daripada KPPN Tipe A2. Penetapan 

luas wilayah kerja KPPN ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

(DJPbn). 
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Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Pinjaman dan 

Hibah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Penerimaan, 

dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Investasi dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 adalah Instansi Vertikal 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang secara administratif berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan secara 

fungsional bertanggungjawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. 

Tanggungjawab secara fungsional dan administratif sebagaimana dimaksud 

ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.  

 

2.1.2. Peran KPPN 

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang 

Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara, peran dari KPPN  adalah sebagai berikut: 

a. Melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara 

(BUN)  

Pengelola  anggaran negara dalam hal ini kementerian keuangan dibantu 

oleh beberapa direktorat jenderal di bawahnya, salah satunya adalah dirjen 

perbendaharaan negara. Dirjen perbendaharaan negara memberikan kewenangan 

kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum 

Negara (BUN) menurut Peraturan Menterian Keuangan Nomor 

190/PMK.05/2012, untuk mengelola anggaran negara agar dapat tersalurkan 

dengan tepat, cepat dan transparan. Kewenangan yang diberikan antara lain yaitu 

melakukan penerimaan atas setoran ke kas negara dan penyaluran pembiayaan 

atas beban anggaran (APBN) serta pelaporan laporan pertanggungjawaban 

keuangan negara.  

b. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran.  

KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, memiliki kewenangan 

dalam menyalurkan pembiayaan atas beban anggaran yang telah diajukan oleh 

Kementerian Negara/Lembaga yang termasuk dalam satuan kerja. Penyaluran atas 
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beban anggaran (APBN) tersebut dilaksanakan dengan melalui mekanisme yang 

telah ditetapkan sesuai dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku. Serta;  

c. Penatausahaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara 

berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

Dalam menyalurkan maupun menyetorkan dana dari dan ke kas negara, 

KPPN memiliki kewajiban untuk terus memantau satuan kerja untuk memberikan 

laporan pertanggungjawaban atas penerimaan maupun pengeluaran satuan kerja di 

wilayah tersebut. Selain dengan laporan pertanggungjawaban tersebut, KPPN juga 

melakukan rekonsiliasi baik secara internal maupun eksternal. Pelaporan dan 

Akuntansi keuangan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

2.2.Gaji  

2.2.1. Pengertian Gaji 

Gaji merupakan imbalan atas balas jasa yang telah diberikan oleh 

organisasi atau perusahaan kepada pegawai atau karyawan untuk dapat memenuhi 

hidupnya secara layak. Pengertian Gaji menurut Mulyadi (2015:86) adalah sebuah 

imbalan yang berbentuk finansial dan dibayarkan kepada karyawan secara teratur 

baik bulanan atau harian atau mingguan. Sedangkan menurut harder dalam 

bukunya Mulyadi (2015:86) gaji adalah jenis penghargaan yang paling penting 

dalam organisasi.  

2.2.2. Macam-Macam Gaji  

Macam-macam gaji menurut Peraturan Perbendaharaan Nomor PER- 

37/PB/ 2009 sebagai berikut: 

a. Gaji Induk merupakan gaji yang diberikan kepada pegawai secara 

langsung dan rutin tiap bulannya kepada satuan kerja dengan ketentuan 

tertentu. 

b. Gaji Susulan merupakan gaji yang belum diberikan kepada pegawai atau 

calon pegawai untuk satu bulan atau lebih karena pembayaran gajinya 

tidak dilakukan tepat waktu saat pelaksanaan tugas di suatu tempat. 
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c. Kekurangan Gaji merupakan adanya selisih pembayaran gaji pegawai 

karena adanya perubahan besaran salah satu atau lebih komponen gaji 

yang tidak dapat dibayarkan tepat pada waktunya sesuai dengan 

berlakunya perubahan komponen penghasilan tersebut. 

d. Gaji Terusan merupakan gaji yang dibayarkan kepada ahli waris dari 

pegawai yang meninggal dunia sebesar penghasilan terakhir selam 

beberapa bulan berturut-turut. 

e. Uang Tunggu merupakan pemberian penghasilan kepada pegawai yang 

diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri yang disebabkan karena 

sesuatu.  

f. Uang Duka Wafat dan Tewas merupakan pemberian uang oleh 

pemerintah kepada ahli waris pegawai yang meninggal dunia biasa atau 

bukan dalam dan karena menjalankan tugas. 

g. Uang Muka/Persekot Gaji merupakan pemberian pinjaman uang yang 

tidak ada bunganya yang diberikan kepada pegawai yang 

dipindahtugaskan untuk kepentingan dinas. 

h. Gaji Bulan Ketiga Belas (Ke-13) merupakan pemberian gaji yang 

digunakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai, pejabat 

negara dan penerima pensiun.  

i. Belanja Pegawai Lainnya merupakan kompensasi yang harus dibayarkan 

kepada pegawai pemerintah yang berupa honorariunm, uang makan, 

lembur, vakasi, dan berbagai pembiayaan kepegawaian lainnya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku, termasuk pegawai di lingkungan 

Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-

kantor di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.  

2.2.3. Gaji Susulan 

Gaji susulan menurut Wikiapbn merupakan gaji yang tidak atau belum 

dibayarkan untuk satu bulan atau lebih karena pembayaran gajinya tidak 

dilakukan tepat pada waktu pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas pada 

suatu tempat. Gaji susulan dapat berupa gaji pertama bagi calon pegawai negeri 

atau gaji pertama di tempat yang baru pegawai negeri yang dipindahkan ke satuan 
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kerja yang lain, atau pegawai yang karena kasus tertentu yang dihentikan 

pembayaran gajinya kemudian harus dibayarkan lagi gaji yang sempat dihentikan. 

Gaji susulan merupakan bagian dari belanja pegawai yang dapat dilakukan 

pencairan dananya melalui mekanisme langsung.  Pembayaran gaji susulan harus 

dilengkapi dengan dokumen pendukung untuk dapat dilakukan penerbitan Surat 

Perintah Pembayaran –Langsung (SPP-LS). Untuk pembayaran gaji susulan 

menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 190/PMK.05/2012 Tentang 

Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan 

Belanja Negara, pembayaran gaji susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai 

yang bersangkutan masuk dalam gaji induk, dilengkapi dengan : 

a. Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan, dan halaman luar 

Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara 

Pengeluaran, dan KPA/PPK 

b. Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangai oleh PPABP 

c. Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi 

oleh Kepala Satker/pejabat yang berwenang meliputi SK terkait dengan 

pengangkatan sebagai Salon Pegawai Negeri/ Pegawai Negeri, SK Mutasi 

Pegawai, SK terkait Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat 

Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan 

Tunjangan Keluarga, Surat atau Akta terkait dengan anggota keluarga 

yang mendapat tunjangan, dan SKPP sesuai peruntukannya. 

d. ADK terkait dengan perubahan data pegawai 

e. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data 

pegawai; dan 

f. SSP PPh Pasal 21 

Untuk pembayaran gaji susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai yang 

bersangkutan masuk dalam Gaji Induk, dilengkapi dengan:  

a. Daftar Gaji Susulan, Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan, dan halaman luar 

Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara 

Pengeluaran, dan KPA/PPK 

b. Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani PPABP 
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c. ADK terkait dengan perubahan data pegawai 

d. ADK perhitungan pembayaran Belanja Pegawai sesuai perubahan data 

pegawai; dan  

e. SSP PPh Pasal 21. 

 

2.3.Pengertian Satuan Kerja (Satker) 

Satuan kerja yang selanjutnya disebut Satker dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor PMK 190/PMK.05/2012 merupakan unit organisasi lini 

Kementerian Negara/Lembaga atau unit oganisasi Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan 

dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Dalam penggunaan anggaran ditunjuk 

Pengguna Anggaran (PA) yang merupakan pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.  

Satuan kerja menurut Wikiapbn dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Satker Pusat, yaitu satker yang kewenangan dan tanggungjawabnya 

melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi kantor pusat Kementerian Negara/Lembaga yang 

lokasinya dapat berada di pusat dan atau di daerah. 

b. Satker/Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Negara/Lembaga, yaitu 

instansi vertikal di daerah yang kewenangan dan tanggungjawabnya 

melakukan kegiatan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan 

tugas poko dan fungsi yang berasal dari kantor pusat. 

c. Satker Khusus, yaitu satker yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi dalam melaksanakan program/kegiatan yang dibiayai 

dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.  

d. Satker Perangkat Daerah (SKPD), yaitu satker di provinsi yang 

melaksanakan tugas dekonsentrasi dan satker di 

provinsi/kabupaten/kota/desa yang melaksanakan tugas pembantuan 

e. Satker Non-Vertikal Tertentu (SNVT), yaitu satker yang bukan merupakan 

instansi vertikal Kementerian Negara/Lembaga yang melakukan kegiatan 
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yang dibiayai dari alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang 

bersangkutan. 

f. Satker Sementara (SKS), yaitu satker di luar pengertian butir 2 sampai 

dengan 5, yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan yang dibiayai dari 

alokasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang kewenangan dan 

tanggungjawabnya berasal dari Kementerian Negara/Lembaga yang 

bersangkutan. 

 

2.4.Pengertian Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) 

Pengertian Sisterm Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya 

disebut SPAN dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-

12/PB/2016 merupakan sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan 

pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul 

pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan. 

SPAN merupakan program reformasi yang ada di bidang keuangan negara. Dan 

telah diimplementasikan dalam perbendaharaan negara. SPAN merupakan sistem 

yang menjadi dasar dari program reformasi di bidang keuangan negara. SPAN 

merupakan implementasi dari program Reformasi Penganggaran dan 

Perbendaharaan Negara (RPPN) dan merupakan komponen terbesar dari program 

Government Financial Management and Revenue Administration Project 

(GFMRAP) yang menjadi pondasi untuk reformasi PFM (Public Financial 

Management).  

PMK Nomor 276 Tahun 2008 dalam Nugroho, dkk. (2017) tentang Program 

Reformasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara menyebut secara jelas 

tentang tujuan dilaksanakan program tersebut, yaitu: 

a. Mengendalikan Anggaran Negara, Aset, dan kewajiban Pemerintah Pusat 

b. Menyediakan informasi yang komprehensif, dapat dipercaya, dan tepat 

waktu tentang keuangan pemerintah 

c. Memudahkan pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan 

pemerintah.  

Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya SPAN meliputi: 
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a. Otomasi proses opersaional penganggaran dan pengelolaan kas, aset dan 

utang pemerintah 

b. Peningkatan keandalan proses penganggaran dan pengelolaan kas, aset 

dan utang pemerintah 

c. Peningkatan efisiensi layanan kepada kementerian Negara/Lembaga, 

masyarakat dan perbankan 

d. Peningkatan akuntabilitas melalui penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan yang lebih komprehensi, akurat dan tepat waktu 

e. Penyediaan fasilitas rekonsiliasi yang andal, akurat serta tepat waktu 

antara pemerintah dan perbankan 

f. Penyediaan jejak audit (audit trail) untuk memfasilitasi proses audit akun 

pemerintah 

g. Mengintegrasikan data pada berbagai subsistem manajemen keuangan 

pemerintah 

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai adalah: 

a. Tersedianya sistem pengendalian alokasi dan pelaksanaan anggaran yang 

efektif 

b. Tersedianya sistem pengelolaan kas yang terpercaya 

c. Tersedianya sistem pelaporan manajerial tentang operasi keuangan 

pemerintah yang komprehensif, dapat diandalkan dan realtime 

d. Terwujudnya tahapan transisi penerapan sistem akuntansi dari berbasis 

kas ke berbasis akrual; dan 

e. Terlaksananya pelayanan kepada publik yang lebih efisien 

 Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan sistem yang 

mengintegrasikan siklus pengelolaan keuangan negara secara online yang 

mempengaruhi dari prosedur kerja yang sudah ada. Sistem aplikasi yang 

digunakan oleh organisasi tersebut ke arah yang lebih baik lagi. Berikut ini 

karakteristik dari SPAN. 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


13 

 

 

a. Integrasi Data 

Data yang terdapat pada SPAN merupakan data yang dipergunakan untuk 

berbagai kebutuhan dan hanya dilakukan 1 (satu) kali entry data, yang 

akan terkumpul secara terpusat.  

b. Secara Online 

Aplikasi SPAN dapat diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun 

untuk mengambil data dengan ketentuan harus terhubung ke internet, dan 

telah terdaftar sebagai pemilik hak akses. 

c. Perubahan Prosedur Kerja 

Penyederhanaan proses bisnis yang ada terjadi karena penyempurnaan 

mekanisme kerja yang lebih cepat. 

d. Perubahan Sistem Aplikasi 

Penggunaan  aplikasi yang lebih terintegrasi terjadi karena adanya 

penyempurnaan sistem aplikasi 

e. Perubahan Organisasi 

Adanya penyempurnaan proses bisnis dan aplikasi, menyebabkan 

terjadinya penyempurnaan organisasi baik secara struktur maupun dari 

segi sumber daya manusianya. 

 

2.4.1. Pilar SPAN 

Terdapat 3 (tiga) pilar dalam pengembangan SPAN menurut Dirjen 

Perbendaharaan, yaitu: 

a. Penyempurnaan Proses Bisnis (BPI) 

Penelaahan dan perbaikan treasury model yang mengacu pada best 

practices dan kekhasan pada Kementerian Keuangan. BPI bertujuan 

menyelaraskan antara bisnis proses di DJA dan di DJPBN sehingga 

menjadi landasan untuk pelaksanaan Commercial Of The Shelf (COTS) 

solution SPAN. 

SPAN terdiri atas modul-modul yang terdapat dikelompokkan dalam tiga 

proses yaitu: 
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1) Perencanaan Anggaran, yang terdiri atas Modul Penyusunan Anggara 

(Budget Preparation) 

2) Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri atas : 

a) Modul Manajemen DIPA (Management of Spending Authority) 

b) Modul Manajemen Komitmen (Commitment Management) 

c) Modul Manajemen Pembayaran (Payment Management) 

d) Modul Penerimaan Negara (Government Receipt) 

e) Modul Manajemen Kas (Cash Management) 

3) Akuntansi dan Pelaporan yang terdiri dari: 

a) Modul Modul Buku Besar dan Bagan Akun Standar 

b) Modul Pelaporan (Reporting) 

b. Teknologi Informasi (IT) 

Solusi COTS (Commercial Off The Shelf) memfasilitasi dan mengotomasi 

implementasi Treasury Model. Program aplikasi berbasis COTS adalah 

program aplikasi yang dibuat secara khusus oleh perusahaan penyedia 

software berdasarkan „best practices of business process‟ pada bidang 

bersangkutan, sehingga program aplikasi tersebut dapat digunakan secara 

umum oleh semua institusi untuk menangani bidang bersangkutan. 

c. Manajemen Perubahan dan Komunikasi (CMC) 

Mempersiapkan organisasi dan sumber daya manusia untuk menerima 

mindset dan cara kerja baru. 

 

2.5. Istilah-Istilah dalam Perbendaharaan Negara 

Istilah-istilah yang digunakan dalam perbendaharaan negara sangatlah 

banyak. Namun, pada kesempatan ini hanya disampaikan istilah-istilah yang 

digunakan sesuai dengan peruntukan judul pelaksanaan PKN ini. Berikut 

merupakan istilah-istilah yang digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 dan Kamus SPAN. 

a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA 

adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan 
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Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan 

sebagai pelaksana APBN. 

b. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana 

yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada 

penerima hak/Bendahara Pengeluaran. 

c. Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan yang selanjutnya disebut SPPT 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh KPPN yang merupakan bukti 

bahwa tagihan/SPM yang diajukan oleh satker telah memnuhi 

persyaratan pembayaran dan telah disetujui untuk dilakukan proses 

pembayaran (Penerbitan SP2D). 

d. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah 

surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk 

pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 

e. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN 

adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas 

kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja 

yang ditetapkan. 

f. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya 

disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna 

Aanggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas 

permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembyaran.  

g. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya 

disebut PPABP adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan 

tanggungjawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai 

h. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mem-

pertanggungjawaban uang untuk keperluan Belanja Negara dalam 

pelaksanaan APBN ada kantor / Satker Kementerian Negara/ Lembaga.  
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BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1. Latar Belakang Sejarah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) Kabupaten Banyuwangi  

Berdirinya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten 

Banyuwangi diawali dari berdirinya Kantor Kas Negara (KKN) dan Kantor 

Perbendaharaan Negara (KPN), dan telah beroperasi mulai tanggal 20 November 

1984 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 01 Oktober 

1984  Nomor 605/KMK.6/X/1984. Selanjutnya dalam Surat Keputusan Menteri 

Keuangan tanggal 12 Juni 1989 Nomor 645/KMK.10/1989 yang menyatakan 

adanya perubahan dalam organisasi dan tata kerja instansi vertikal di Lingkungan 

Direktorat Jenderal Anggaran, yang salah satunya meggabungkan KKN 

Banyuwangi dan KPN Banyuwangi menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas 

Negara (KPKN) Banyuwangi. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

214/KMK.01/2005 tanggal 2 Mei 2005 yang telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, KPKN Banyuwangi dengan penyesuaian tugas pokok dan 

fungsinya berubah menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) 

Banyuwangi. Terbentuknya KPPN Banyuwangi sebagaimana KPPN yang lain 

merupakan unit terdepan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai 

tugas antara lain melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara 

umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan 

penerimaan dan pengeluaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan 

perundang-undangan.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, KPPN Banyuwangi merupakan instansi vertikal Direktorat 

Jenderal Perbendahraan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, dan KPPN 
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Banyuwagi merupakan KPPN yang bertipe A2 yang memiliki wilayah kerjanya 

meliputi 1 (satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Banyuwangi. Dan telah menjalankan 

Standard Operating Prosedur (SOP) sebagai KPPN Percontohan. Adapun Soft 

Launching KPPN Percontohan Banyuwangi dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 

2012. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 

tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 

(SPAN) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 22 /PMK.05/2014, 

dilaksanakannya Launching Piloting SPAN di KPPN Banyuwangi pada tanggal 3 

Februari 2014. Launching Piloting SPAN dilakukan dengan tujuan untuk 

mengarahkan semua data pada model Single Database yang Terpusat di Kantor 

Pusat, dan untuk menuju ke periode paperless dan go green, dan nantinya akan 

mengarah kepada periode saat satuan kerja tidak perlu ke KPPN untuk 

menyerahkan dokumen keperluan untuk mencairkan dananya.  

 Tujuan didirikannya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

adalah untuk melayani masyarakat dengan prima. Dan dengan adanya reformasi 

birokrasi yang ada, KPPN di bawah Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPbn) 

melaksanakan pelayanan publik secara prima dan terbuka untuk mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik dan mengubah pemikiran masyarakat yang selama 

ini melihat pelayanan publik KPPN secara tertutup.  

 

3.2. Visi, Misi, Motto dan Janji Layanan Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) Kab. Banyuwangi 

KPPN dalam menjalankan tugasnya, memberikan pelayanan dan pembinaan 

teknis serta administratif kepada satker di wilayah kerjanya mengacu pada nilai-

nilai Kementerian Keuangan. Nilai-nilai tersebut antara lain: 

a. Integritas, artinya berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan  baik 

dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

b. Profesionalisme, artinya dalam bekerja harus tuntas dan akurat atas dasar 

kompetensi terbaik dengan penuh tanggungjawab dan komitmen yang tinggi. 
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c. Sinergi, artinya dalam bekerja haruslah membangun dan memastikan 

hubungan internal agar dalam kerjasama dapat produktif serta menjadi mitra 

yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan 

karya yang bermanfaat dan berkualitas. 

d. Pelayanan, dalam bekerja harus memberikan layanan yang memenuhi 

kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, 

transparan, cepat, akurat dan aman. 

e. Kesempurnaan, senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang 

untuk menjadi dan memberikan yang terbaik dalam bekerja. 

Selain adanya nilai-nilai kementerian keuangan tersebut, KPPN memiliki 

visi dan misi yang sebagai berikut:  

3.2.1. Visi KPPN Kab. Banyuwangi 

 “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara di Daerah yang Profesional, 

Modern, Transparan dan Akuntabel” 

3.2.2. Misi KPPN Kab. Banyuwangi 

a. Menjamin Kelancaran Pencairan Dana APBN Secara Tepat Sasaran, Tepat 

Waktu dan Tepat Jumlah 

b. Mengelola Penerimaan Negara Secara Profesional dan Akuntabel 

c. Mewujudkan Pelaporan Pertangungjawaban APBN yang Akurat dan Tepat 

Waktu 

3.2.3. Motto KPPN Kab. Banyuwangi 

Motto KPPN Banyuwangi “IKHLAS” 

a. Integritas. Berpegang teguh pada peraturan dan moral yang tinggi dalam 

pelayanan kepada mitra kerja  

b. Kesempurnaan. Melakukan perbaikan terus menerus untuk mencapai visi 

dan misi organisasi 

c. Harmonis. Menjaga hubungan baik antara atasan, bawahan dan mitra kerja 

d. Loyalitas. Setia pada tugas sesuai peraturan dan arahan atasan 

e. Antusias. Selalu bersemangat dan berinovasi dalam bertugas untuk 

memberikan layanan yang terbaik kepada mitra kerja  
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f. Sinergitas. Saling mendukung dalam menyusun rencana kegiatan dan 

perpecahan masalah.  

3.2.4. Janji Layanan KPPN Kab. Banyuwangi 

 “ Melayani Dengan Cepat, Tepat, Tanpa Biaya” 

 

3.3. Struktur Organisasi Obyek Praktek Kerja Nyata Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) Kab. Banyuwangi 

Setiap organisasi dalam menjalankan tugasnya pasti memiliki struktur 

organisasi baik organisasi formal maupun informal. Begitupun dengan Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) juga memiliki struktur organisasi 

dalam menjalankan kantor KPPN tersebut. Namun, dalam struktur KPPN 

memiliki perbedaan antara KPPN Tipe A1 dengan Tipe A2.  dalam laporan ini 

hanya akan membahas struktur organisasi KPPN dengan Tipe A2 yang sesuai 

dengan Tipe KPPN Kab. Banyuwangi. Berikut ini merupakan struktur organisasi 

dari KPPN Banyuwangi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Struktur Organisasi KPPN Banyuwangi 

Sumber  : KPPN Banyuwangi, 2018 

Kepala Kantor 

Sub Bag Umum 

Seksi PDMS Seksi Bank Seksi VERA - KI 

Pelaksana Sub Bag 

Umum 

Pelaksana Seksi PDMS Pelaksana Seksi Bank Pelaksana Seksi 

VERA-KI 
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Struktur organisasi KPPN Banyuwangi diuraikan sebagai berikut: 

Plt. Kepala Kantor KPPN Banyuwangi: Teguh Budiarto (sementara, karena 

Kepala Kantor Pengganti belum ada) 

Kepala Sub Bagian Umuum: Tridoyo 

Pelaksana Sub Bagian Umum: 

a. Front Office  : Samsul Arifin 

b. Middle Office : Tohuri 

c. Middle Office : Adi Winarso 

d. Middle Office : Yuli Lajiatun 

e. Middle Office : Ike Ratih W. 

Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker (PDMS):  Lesmono 

Pelaksana Sub Bagian PDMS: 

a. Front Office  : Sodik Effendi 

b. Front Office  : Lucas Palintong 

c. Middle Office : Krisno Edy 

d. Middle Office : Kanapi 

e. Front Office : Diyah Rahayu R. 

f. Front Office : Umi  Muhazarroh  

g. Front Office : Sri Sarbini 

h. Middle Office : Haryati 

Kepala Seksi Bank : Teguh Budiarto 

Pelaksana Seksi Bank: 

a. Front Office : Eko Mardyanto 

b. Middle Office : Suprihadi Utomo  

c. Middle Office  : Endrawati   

Kepala Seksi Vera-KI : Tridoyo (sementara, karena Kepala Seksi Vera-KI yang 

baru masih belum ada) 

Pelaksana Seksi Vera-KI: 

a. Front Office : Ena Purwatiningsih 

b. Middle Office : Tus Haryono 

c. Middle Office : Lukman Hidayat 
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3.3.1. Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kab. 

Banyuwangi 

Tugas struktur organisasi KPPN Banyuwangi telah dijelaskan dalam buku 

pedoman pelaksanaan tugas masing-masing seksi sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Dirjen Perbendaharaan. Berikut merupakan penjabaran tugas dari 

masing-masing seksi dalam struktur organisasi KPPN Banyuwangi: 

a. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kab. 

Banyuwangi merupakan jabatan tertinggi dalam struktur organisasi KPPN 

tersebut. Tugas Kepala Kantor KPPN Tipe A2 diantaranya melaksanakan 

kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan 

atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran 

anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Tugas Kepala Kantor KPPN tipe A2 jika diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan penatausahaan dokumen anggaran  

2) Menyelenggarakan pengujian Surat Perintah Membayar (SPM) dan 

Penerbitan SP2D atas nama Menteri Keuangan 

3) Menyelenggarakan pelaksanaan penilaian dan pengesahan terhadap Uang 

Persediaan (UP) 

4) Menyelenggarakan pengembalian pendapatan atas akibat kesalahan 

perekaman penerimaan oleh Bank/Pos Persepsi atau Pengembalian 

penerimaan non anggaran akibat kelebihan pelimpahan Bank/Pos Persepsi 

ke BO I/III/Bank Indonesia. 

5) Menyelenggarakan dan mengawasi pengesahan Surat Keterangan 

Pemberhentian Pembaran (SKPP). 

6) Menyelenggarakan pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan 

pengeluaran negara melalui dan dari rekening kas negara 

7) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan 

dan belanja negara 
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8) Menyelenggarakan penyusunan laporan realisasi pencairan dana kegiatan 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 

9) Menyelenggarakan penyusunan rencana pemantauan pengendalian di 

lingkungan KPPN 

10) Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan pengandalian intern dan 

kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai 

11) Mengoordinasikan penyusunan rekomendasi hasil pemantauan 

pengendalian intern di lingkungan KPPN 

12) Mengoordainsaikan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan 

pengendalian intern dan kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai di 

lingkungan KPPN 

13) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan risiko pada KPPN 

14) Menyelenggarakan pemantauan standar kualitas layanan KPPN 

15) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan kepegawaian KPPN 

16) Membimbinng pegawai pada KPPN untuk meningkatkan motivasi dan 

prestasi kerja 

17) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha dan keuangan 

18) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan rumah tangga dan pelaporan 

19) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan kehumasan pada KPPN 

20) Menyelenggarakan penyusunan tanggapan Lporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) dari aparat pengawasan fungsional 

21) Menyelenggarakan penyusunan laporan berkala KPPN sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas  

22) Menetapkan rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja), Rencana 

Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), dan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPPN sebagai bawah 

penyusunan Renstra, Renja, RKT, PK, dan LAKIP Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

23) Menyelenggarakan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi 
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b. Sub Bagian Umum. Sub Bag Umum dalam struktur organisasi KPPN Tipe 

A2 memiliki tugas antara lain melakukan pengelolaan organisasi, kinerja, 

SDM, dan keuangan, penatausahaan user SPAN, penyusunan bahan 

masukan dan konsep Renstra, Renja, RKT, PK, LAKIP KPPN, Penerbitan 

dan pengiriman SPM DBH PBB serta tata usaha, rumah tangga dan 

kehumasan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala seksi umum dibantu oleh 

pelaksana seksi umum. Tugas dalam sub bag umum berdasarkan pada 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 dalam Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Melakukan pengelolaan organisasi 

2) Melakukan pengelolaan kinerja  

3) Melakukan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) 

4) Melakukan pengelolaan keuangan 

5) Melakukan penatausahaan akun pengguna (user) Sistem Perbendaharaan 

dan Anggaran Negara (SPAN) 

6) Melakukan penatausahaan akun pengguna (user) Sistem Aplikasi 

Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 

7) Melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Rencana Strategis 

8) Melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Rencana Kerja 

9) Melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Rencanan Kinerja 

Tahunan (RKT) 

10) Melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Penetapan Kinerja 

(PK) 

11) Melakukan penyusunan bahan masukan dan konsep Laporan Kinerja 

(LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

12) Melakukan urusan tata usaha 

13) Pengelolaan rumah tangga 

14) Melakukan penyusunan dan pelaporan beban kerja 

15) Implementasi budaya organisasi 

16) Melakukan urusan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi 

Publik (KIP) 
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Selain tugas pokok yang dimiliki sub bagian umum tersebut, masih terdapat 

tugas pendukung lain. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

811/KM.1/2017 dalam Direktorat Jenderal Perbendaharaan tugas 

pendukung dari sub bagian umum yaitu: 

1) Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas dan Pejabat Pelaksana Harian 

2) Penetapan Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan 

Tugas, dan Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan 

3) Penyampaian Izin Mengikuti Pendidikan di Luar Kedinasan 

4) Pengadministrasian Izin Tugas Belajar/Beasiswa 

5) Pengambilan Sumpah/Janji PNS 

6) Penyampaian Permohonan Mutasi Pegawai Mengikuti Suami 

7) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan 

8) Layanan Kehumasan 

9) Layanan Keprotokoleran  

10) Penetapan Status Barang Milik Negara (BMN) 

11) Perubahan Kontrak Kerja 

12) Penetapan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), Matriks Cascading 

dan Alingment 

13) Perekaman Capaian IKU dan Penilaian Tugas Tambahan dan/atau 

Kreativitas pada Aplikasi (e-performance) 

14) Pelaksanaan Penyusunan Laporan Langkah-Langkah Peningkatan 

Kualitas Laporan Kinerja Berdasarkan Prinsip Strategy Focused 

Organization (SFO) 

 

c. Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satuan Kerja (Seksi PDMS). Dalam 

seksi PDMS terdapat Ketua Seksi dan Pelaksana. Kepala Seksi Pencairan 

Dana dan Manajemen Satker (PDMS) dalam struktur organisasi KPPN Tipe 

A2 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-

262/PMK.05/2016 dalam Dirjen Jenderal Perbendaharaan memiliki tugas 

antara lain melakukan pengujian resume tagihan dan SPM, pengujian Surat 

Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU, penerbitan Surat 
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Tanggapan Koreksi, melakukan pengelolaan data kontrak, data pemasok 

(supplier), dan belanja pegawai satuan kerja, melakukan pengesahan hibah 

langsung dalam bentuk uang, serta melakukan monitoring dan evaluasi 

penyerapan satuan kerja, bimtek pengelolaan perbendaharaan, supervisi 

teknis SPAN dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), 

asisten Teknologi Informasi (TI) dan Komunikasi eksternal, 

penyelenggaraan fungsi manajemen hubungan pengguna layanan, 

pelaksanaan tugaas Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan dan rencana 

penarikan dana, melakukan koordinasi penyelenggaraan manajemen mutu 

layanan, fasilitas sertifikasi bendahara, fasilitasi kerjasama dengan 

pemerintah daerah dan pihak lainnya, serta melakukan monitoring 

penerimaan dana transfer. Dalam melaksanakan tugasnya kepala seksi 

PDMS dibantu oleh pelaksana seksi PDMS. Dalam seksi PDMS, uraian 

jabatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 

tentang Uraian Jabatan Bagi Jabatan Struktural Instansi Vertikal di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan sebagai berikut: 

1) Melakukan penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran yang 

digunakan dasar pembayaran  

2) Melakukan pengujian terhadap data rekanan (supplier) 

3) Melakukan pengujian resume tagihan untuk seluruh jenis surat perintah 

membayar 

4) Melakukan penatausahaan data pengawasan kontrak 

5) Melakukan pengujian Daftar Perubahan Data Pegawai 

6) Menerbitkan surat pembertahuan pengajuan penggantian Uang 

Persediaan (UP) 

7) Menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemotongan Dana UP Satuan Kerja 

melalui pemotongan langsung melalui SPM atau penyetoran langsung 

8) Melakukan koreksi transaksi data keuangan, data pengeluaran dan/atau 

potongan SPM/SP2D yang daijukan satuan kerja 
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9) Melakukan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja 

BLU(SP2B) BLU 

10) Melakukan penerbitan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT) 

Pengesahana Hibah 

11) Melakukan penerbitan SPPT atas pengembalian (retur) SP2D 

12) Melakukan pengesahan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran 

(SKPP) karena pindah, pensiun atau meninggal dunia 

13) Melakukan penyusunan laporan rapor satker terkait kinerja pelaksanaan 

anggaran satker 

14) Melakukan penyusunan Surat Pemberitahuan Jaminan Uang Muka 

15) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Uang Muka 

16) Melakukan penyusunan laporan kontrak yang belum selesai 

17) Melakukan perubahan data kontrak 

18) Melakukan review penyelesaian tagihan atas pelaksanaan anggaran 

satker 

 

d. Seksi Bank. Dalam seksi bank terdapat Kepala seksi dan pelaksananya. 

Seksi Bank dalam struktur organisasi KPPN Tipe A2 berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 memiliki tugas antara lain 

melakukan penyelesaian transakai pencairan dana, penerbitan Surat Perintah 

Pencairan Dana (SP2D), Fungsi pengelolaan kas (cash management), 

penerbitan Daftar Tagihan, pengelolaan rekening pemerintah, penatausahaan 

penerimaan negara, penyelesaian retur, pengujian permintaan pengembalian 

penerimaan negara, konfirmasi dan koreksi data transaksi penerimaan, 

fungsi layanan bantuan (helpdesk) penerimaan negara, monitoring dan 

evaluasi bank/pos persepsi, pengelolaan dokumen sumber dan analisis data 

Penerimaan Fihak Ketiga (PFK), pembinaan dan pelaksanaan monitoring 

dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), supervisi 

implementasi Sistem Pengelolaan Kas (Cash Management System) pada 

rekening bendahara, monitoring dan evaluasi kredit program. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 dalam Direktorat 
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Jenderal Perbendaharaan, tugas dari seksi bank dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1) Melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana dan 

penatausahaannya 

2) Melakukan penatausahaan penerimaan negara 

3) Melakukan penerbitan konsep SKP4 untuk proses pembayran kembali 

dana retur SP2D yang telah disetor ke kas negara 

4) Melakukan pengelolaan rekening milik Kementerian/ 

Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja 

5) Melakukan penerbitan Nota Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara 

6) Melakukan penerbitan Nota Perbaikan Penerimaan Negara 

7) Melakukan penerbitan surat pemberitahuan retur 

8) Melakukan penerbitan SPP retur 

9) Melakukan penyusunan Laporan Penyusunan Daftar Selisih Bulanan  

10) Melakukan penyusunan Laporan Retur Bulanan  

11) Melakukan penyusunan Laporan Kebutuhan Dana Harian 

12) Melakukan tugas helpdesk penerimaan negara 

13) Melakukan monitoring dan evaluasi bank/pos persepsi 

14) Melakukan pengelolaan dokumen sumber dan analisis data Penerimaan 

Fihak Ketiga (PFK) 

15) Melakukan pengesahan hibah langsung 

16) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PNBP 

17) Melakukan supervisi implementasi sistem pengelolaan kas (CMS) pada 

rekening bendahara 

18) Melakukan pembinaan tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap 

pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain 

19) Melakukan monitoring dan evaluasi kredit program 

20) Melakukan penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) dari aparat pengawasan fungsional.  
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e. Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal (Vera-KI). Dalam seksi 

ini terdapat dua bagian, yang pertama Verifikasi, Akuntansi dan yang kedua 

Kepatuhan Internal. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

262/PMK.01/2016 dalam Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Seksi 

Verifikasi dan Akuntansi memiliki tugas melakukan verifikasi dokumen 

pembayaran, rekonsiliasi data laporan keuangan, penyusunan Laporan 

Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) tingkat Unit Akuntansi 

Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN)-Daerah, pelaporan realisasi 

dan analisis kinerja anggaran, pembinaan pertanggungjawaban bendahara, 

rekonsiliasi data rekening pemerintah, penyusunan laporan saldo rekening 

pemerintah, pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang, 

serta penerbitan dokumen pengembalian penerimaan. Berdasarkan 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 811/KM.1/2017 dalam Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan, uraian jabatan seksi Verifikasi dan Akuntansi 

sebagai berikut: 

1) Melakukan jurnal penyesuaian saldo awal 

2) Melakukan verifikasi dan tindak lanjut terhadap dokumen sumber 

pengeluaran negara 

3) Melakukan rekonsiliasi internal antara seksi Verifikasi dan Akuntansi 

dengan Seksi Bank dan Seksi Pencairan Dana dalam rangka penyusunan 

LK-BUN Tingkat Kuasa BUN KPPN 

4) Melaksanakan penyusunan LK-BUN Tingkat Kuasa BUN KPPN 

5) Melakukan rekonsiliasi dengan satuan kerja 

6) Menerbitkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan 

(SP2LK)/ Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S)/ menerbitkan 

Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S) 

7) Menerbitkan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)/Surat 

Persetujuan Pembayaran Pengembalian (SP3)/Surat Keputusan 

Persetujuan Pembayaran Pengembalian Pendapatan (SKP4) atas 

permintaan dari Pengguna Anggaran atau pihak lain 
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8) Melakukan pembinaan dan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban 

bendahara instansi  

9) Monitoring data suspen dan tindak lanjutnya 

10) Membuat laporan analisis Laporan Keuangan  

11) Melakukan Monitoring Exception Report dan tindak lanjutnya 

12) Melakukan pencatatan pengesahan hibah langsung dalam bentuk barang 

13) Melakukan pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran  

14) Melakukan rekonsiliasi data rekening pemerintah 

15) Melakukan penyusunan laporan saldo rekening pemerintah 

 

3.3.2. Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

Kab. Banyuwangi 

 Sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPPN Banyuwangi adalah 

sejumlah 22 orang pegawai yang telah berkompeten dan telah lulus assessment, 

dan 8 orang honorarium, sehingga jumlah seluruh sumber daya manusia ada 30 

orang. Perincian statistik pegawai KPPN Kab. Banyuwangi sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Rincian Sumber Daya Manusia KPPN Banyuwangi 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

No. Jenis Kelamin Jumlah Pegawai 

1. Laki-laki 22 orang  

2. Perempuan 8 orang 

Jumlah 30 orang 

Sumber: KPPN Kab. Banyuwangi, 2018 

 

3.3.3. Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kab. 

Banyuwangi  

KPPN Kab. Banyuwangi menurut Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi 

KPPN Semester II Tahun 2017 melayani 53 (lima puluh tiga) satuan kerja dengan 

jumlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 53 DIPA, yang 

terdiri 1 (satu) DIPA Kantor Pusat (KP), 49 (empat puluh sembilan) DIPA Kantor 

Daerah (KD), 2 (dua) DIPA Tugas Pembantu (TP) dan 1 (satu) DIPA 

Desentralisasi (DS). Dan terdapat 1 DIPA satuan kerja Badan Layanan Umum 

yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi / 051159. Namun, 
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pada awal 2018, jumlah DIPA mengalami penuruan menjadi 50 DIPA 

dikarenakan adanya satuan kerja yang ditiadakan atau dipindah ke kedinasan lain. 

Berikut ini rincian satuan kerja KPPN Kab. Banyuwangi: 

Tabel 3.2.  Daftar Mitra Kerja KPPN Banyuwangi 

 

No. 
KODE         

SATKER 
NAMA SATKER 

DIPA  2018 

Ada Tidak Ada 

1 019386  BADAN PUSAT STATISTIK Ada   

2  051159  BADIK PENERBANG/Loka DP. Ada   

3 238762  BALAI Diklat. PERIKANAN Ada   

4 604201  BTN  ALAS PURWO Ada   

5 238446  BTN  ALAS  BALURAN Ada   

6 465544  BANDAR UDARA BWI Ada   

7 299062  KANTOR KEMENAG Ada   

8 299060  KANTOR KEMENAG Ada   

9 299061  KANTOR KEMENAG Ada   

10 299058  KANTOR KEMENAG Ada   

11 299057  KANTOR KEMENAG Ada   

12 299063  KANTOR KEMENAG Ada   

13 297172  KANTOR KEMENAG Ada   

14 299059  KANTOR KEMENAG Ada   

15 413730  K. KESYAHBANDAR & OTLAP. Ada   

16 410512  KP. PAJAK PRATAMA Ada   

17 527492  KPPN   (SATKER)   Ada   

18 668973  KTR. WAS. & PLYANAN B.C.   Ada   

19 430385 K.AGRARIA & TATA RUANG BPN Ada   

20 005840  KEJAKSAAN NEGERI BWI Ada   

21 657668  KPU KAB. BANYUWANGI Ada   

22 344659  LANAL  BANYUWANGI Ada   

23 405239  LAPAS  BANYUWANGI Ada   

24 425871  MAN   BANYUWANGI Ada   

25 554340  MAN   GENTENG Ada   

26 598990  MAN   PESANGGARAN Ada   

27 575560  MAN   SRONO Ada   

28 297201  MTsN   BANYUWANGI Ada   

29 553530  MTsN   CLURING Ada   

30 553476  MTsN   GENTENG Ada   

31 553409  MTsN   GLENMORE Ada   

32 425689  MTsN   II   BANYUWANGI Ada   

33 573471  MTsN   KALIBARU Ada   

34 553455  MTsN   PESANGGARAN Ada   

35 573488  MTsN   ROGOJAMPI Ada   

36 297215  MTsN   SAMBIREJO Ada   

37 553434  MTsN   SIDOREJO Ada   

38 424616  MTsN   SRONO Ada   

39 573467  MTsN   WONGSOREJO Ada   

40 401370  PENGADILAN  AGAMA  BWI Ada   

41 401369  PENGADILAN  AGAMA  BWI Ada   

42 098214  PENGADILAN  NEGERI  BWI Ada   

43 099145  PENGADILAN  NEGERI  BWI Ada   

44 400872  POLITEKNIK  NEGERI  BWI Ada   

45 400019  POLITEKNIK  NEGERI  BWI Ada   

46 644250  POLRES   BANYUWANGI Ada   

47 436911  STA.METEOROLOGI  Ada   

48 521374  UNIT PENYEL.PELAB. KTPNG Ada   

49 059056  DINAS KP dan UKP Ada   

50 503280  PEMBANGUNAN INFRA.PEMUK. Ada   

51 602967  MIN   JAJAG   Tidak Ada 

52 602971  MIN   SONGGON   Tidak Ada 

Sumber: KPPN Kab. Banyuwangi, 2018 
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Adapun rincian pagu dan realisasi APBN untuk masing-masing jenis belanja 

menurut Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN semester II Tahun 2017 

sampai dengan 31 Agustus 2017 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.3. Rincian Pagu dan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2017 KPPN 

Banyuwangi 

 

No. Uraian Pagu Realisasi  % 

1. Belanja Pegawai 373.328.510.000 244.765.360.559 65,56 

2. Belanja Barang 263.070.284.000 156.632.612.968 59,54 

3. Belanja Modal 138.284.573.000 66.556.223.304 48,13 

4. Belanja Bantuan 11.079.650.000 4.911.975.000 44,33 

5. Belanja Transfer  262.250.588.000 221.658.828.000 84,52 

Jumlah 1.048.014.145.000 694.524.999.831 66,27 

Sumber: Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Semester II Tahun 2017  

 

3.4. Kegiatan Pokok Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 

Kab. Banyuwangi  

Kegiatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kab. 

Banyuwangi merupakan KPPN dengan Tipa A-2 yang memiliki kegiatan pokok 

antara lain: 

a. Penerimaan Negara 

Penerimaan negara di KPPN Banyuwangi meliputi konfirmasi setoran atas 

setoran yang telah dibayarkan melalui bank persepsi yang telah ditentukan, dan 

dibayar oleh wajib pajak / wajib setor. Konfirmasi atas setoran tersebut dilakukan 

melalui aplikasi MPN-G2. Setoran yang harus di konfirmasikan adalah setoran 

atas pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayar melalui 

pemotongan SPM atau bendahara penerimaan. Sedangkan menurut PP No.71 

Tahun 2010 Penerimaan Negara diklasifikasikan menjadi pendapatan perpajakan, 

pendapatan negara bukan pajak, dan pendapatan hibah.  

 

b. Penyaluran pembiayaan atas beban anggaran.  

KPPN selaku kuasa BUN memiliki kewenangan untuk menyalurkan uang 

negara kepada satuan kerja yang telah ditetapkan pemerintah yang termasuk 

dalam daftar satuan kerja yang akan dikelola oleh KPPN wilayah tersebut. Dalam 
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menyalurkan pembiayaan tersebut, di KPPN Banyuwangi telah berdasarkan pada 

Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 190/PMK.05/2012  yang terdapat 2 

mekanisme penyaluran pembiayaan tersebut, yang pertama melalui mekanisme 

Uang Persediaan (UP) dan mekanisme Pembayaran Langsung (LS). Melalui 

mekanisme Uang Persedian menurut PMK Nomor 190/PMK.05/2012 adalah uang 

muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran 

untuk membiayai kegiatan opersaional sehari-hari Satker atau membiayai 

pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui 

mekanisme pembayaran langsung. Sedangkan Pembayaran secara langsung 

menurut PMK Nomor 190/PMK.05/2012 adalah pembayaran yang dilakukan 

langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Penerima hak lainnya atas dasar 

perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya 

melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.   

Pembiayaan yang dilaksanakan pada prinsipnya diusahakan menggunakan 

cara pembayaran langsung. Namun, masih terdapat beberapa pembiayaan yang 

tidak bisa menggunakan pembayaran langsung, sehingga menggunakan 

pembayaran melalui uang persediaan. Penyaluran pembiayaan atas tagihan 

dikelompokkan secara umum yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 127/PMK.02/2015 Tentang Klasifikasi Anggaran sebagai berikut: 

1) Belanja Pegawai  

Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam 

bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam 

dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus 

PNS dan/atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah 

dilaksanakan dalam rangka mendukung tugaaas fungsi unit organisasi 

pemerintah 

2) Belanja Barang dan Jasa 

Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis 

pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun 

yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk 
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diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan 

belanja perjalanan. 

3) Belanja Modal 

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya 

atau menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi 

manfaat kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. 

4) Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 

Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas 

kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang 

dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi 

pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu, belanja 

pembayaran kewajiban utang juga digunakan untuk pembayaran 

denda/biata lain terkait pinjaman dan hibah dalam maupun luar negeri, 

serta imbalan bunga. 

5) Belanja Subsidi 

Alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, 

lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, 

menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan/atau jasa untuk 

memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga 

jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. 

6) Belanja Hibah 

Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang/barang/jasa 

yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi 

internasional, pemerintah daerah, atau kepada perusahaan negara/daerah 

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib, 

sukarela, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali yang dilakukan 

dengan naskah perjanjian antara pemerintah selaku pemberi hibah dan 

penerima hibah, dan tidak terus menerus kecuali ditentukan lain dalam 

peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam belanja hibah adalah 

pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah.  
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7) Belanja Bantuan Sosial 

Transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat guna menlindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, 

meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. 

8) Belanja Lain-lain 

Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang 

tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja 

modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja 

bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi. 

 

3.5. Pencairan Dana Gaji Susulan  

Pembayaran langsung salah satunnya adalah pembayaran gaji susulan yang 

termasuk dalam gaji non induk. tersebut dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi 

seluruh pegawai yang ada pada satuan kerja yang bersangkutan dengan 

mencantumkan nama, NIP, pangkat/golongan, status pegawai, tanggal 

lahir, jumlah tanggungan, pegawai bersangkutan serta perhitungan 

penghasilan gaji bulan berkenaan secara lengkap pada lajur-ljaur daftra 

gaji beserta potongan-potongannya. 

b. Dibayarkan untuk seluruh komponen gaji sebagaimana gaji induk 

dikalikan jumlah bulan hak gaji yang belum dibayarkan 

c. Dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk natura, maka pada 

gaji susulan tunjangan pangan diberikan dalam bentuk uang 

d. Pembayaran gaji susulan dapat dilakukan sebelum dimintakan gaji 

induknya atau setelah dibayarkan gaji induknya 

e. Pembayaran gaji susulan dilaksanakan ke rekenening masing-masing 

pegawai secara giral. 

 

Penjelasan mengenai Gaji Susulan akan lebih dijelaskan pada Bab 

Pembahasan. Sebagai gambaran, maka pada bab ini akan diberikan contoh kasus 
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dalam gaji susulan yang diambilkan dari modul pengujian dokumen persyaratan 

administrasi pembayaran belanja pegawai, contoh kasus sebagai berikut: 

Ahmad adalah pegawai pindahan pada BPPK dari Balai Diklat Palembang. 

Berdasarkan SK Mutasi yang diterima, Ahmad datang ke BPPK Jakarta pada 

tanggal 18 Juni. Sementara itu Bendahara BPPK telah membuat daftar gaji dan 

telah diajukan SPM kepada KPPN Jakarta II pada tanggal 15 Juni. Sehingga untuk 

pengajuan Gaji bulan Juli Ahmad masih belum masuk ke dalam daftar gaji 

DA.01.01 yang diajukan oleh Bendahara. Agar Ahmad pada bulan Juli dapat 

menerima gaji maka PDG membuatkan daftra tersendiri untuk disusulkan dalam 

pengajuan gaji bulan Juli. Daftar gaji dan SPM yang disusulkan inilah yang 

disebut dengan Gaji Susulan. Dengan melampirkan Surat Keputusan Penghentian 

Pembayaran (SKPP). 

Surat Keputusan Pengehentian Pembayaran (SKPP) harus diterbitkan untuk 

pegawai yang pindah atau pensiun dan gaji beserta tunjangan tidak lagi 

dibayarkan pada satuan kerja asal. SKPP memuat antara lain: 

a. Dasar Kepindahan Pegawai 

b. Daftar Pembayaran Gaji Terakhir 

c. Besar Tunjangan Keluarga 

d. Daftar utang pegawai yang bersangkutan kepada negara (jika ada) 

Berdasarkan SKPP tersebut, kantor yang baru melakukan pengujian sebagai 

dasar untuk melakukan pembayaran. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


 

63 
 

BAB 5. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kab. Banyuwangi, diperoleh hasil 

yang dapat disimpulkan yang meliputi; 

a. Pelaksanaan pembayaran dana gaji susulan satuan kerja pada KPPN Kab. 

Banyuwangi yang meliputi, (1) Penyiapan berkas oleh satker, (2) Berkas di 

bawa ke KPPN yang akan dikonversi dan divalidasi. Selanjutnya masuk pada 

MO Seksi PDMS untuk di proses dan dikirim ke kepala seksi PDMS, (3) 

Kepala seksi PDMS melakukan persetujuan tagihan dan mencetak SPPT 

untuk dikirimkan ke seksi bank (4) Pelaksana seksi bank melakukan review 

atas tagihan tersebut, (5) Pelaksana seksi Bank melakukan PPR yang 

selanjutnya dikirimkan ke kepala seksi Bank, (6) Kepala seksi Bank 

melakukan persetujuan tagihan dan melakukan pembayaran serta menerbitkan 

SP2D.  

b. Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di KPPN Kab. Banyuwangi antara lain: 

1) Pada seksi PDMS melakukan persetujuan awal atas tagihan di bagian MO 

seksi PDMS yang meliputi persetujuan atas pendaftaran kontrak tahunan 

dan perubahan supplier, persetujuan atas tagihan, dan membantu dalam 

menerbitkan SKPP.  

2) Pada seksi Bank melakukan pengecekkan NTB/NTPN pada MPN-G2, 

perekapan data pembayaran gaji induk satker yang telah dibayarkan. 

3) Pada seksi Vera-KI melakukan pengecekkan dan pelengkapan berkas yang 

diperlukan pada laporan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja, 

seperti rekening koran, berita acara pemeriksaan kas, dll. Serta melakukan 

pengecekkan atas invoice/tagihan sebagai pemantauan internal. 

4) Pada Sub Bagian umum membantu dalam merekap berkas pemberian gaji 

induk kepada pegawai di KPPN Banyuwangi, selain itu membantu dalam 

merapikan berkas-berkas pada sub bagian umum, dan membantu dalam 

kegiatan yang akan diadakan oleh KPPN Kab. Banyuwangi. 
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